
                          
 
 
 

 
BUPATI GROBOGAN  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NOMOR 39 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN 

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI GROBOGAN, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 2 
huruf e angka 9 dan huruf f angka 19 Lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 
 
Mengingat :   1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 
 

 

SALINAN 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan. 

2. Bupati adalah Bupati Grobogan. 
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah otonom. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah 
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas 
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat 
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan 
kerja perangkat Daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 
Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum Daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 

Pemerintahan Daerah. 
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14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang 

urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah. 

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan APBD. 
16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 

rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen 
yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 
umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan APBD. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang 

memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

18. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau 

jasa yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah 
daerah lain, masyarakat, dan badan usaha milik negara, 

Badan Usahan Milik Daerah, dan/atau badan dan 
lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan 
hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, 
serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
19. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau 

barang kepada seseorang, keluarga, kelompok atau 
masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 
terhadap risiko sosial. 

20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 
(satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD 

atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah 
Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
pembangunan Daerah. 

21. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan 
oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber 
daya baik yang berupa personil atau sumber daya 

manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, 
dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk 

menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 
22. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu Program 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

23. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 
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24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) 
Program. 

25. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang 
merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, 
krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika 

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin 
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

26. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat 
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 
dipisahkan. 

27. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 

28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya 
disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah antara 
Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah. 

29. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut 
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh 

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, 
dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
30. Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia adalah Ormas 

yang berbadan hukum yayasan atau perkumpulan yang 

telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 2  
 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. penganggaran; 
b. pelaksanaan dan penatausahaan; 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan  

d. monitoring dan evaluasi, 
pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 

APBD. 
Pasal 3  

 

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa 
uang, barang atau jasa. 

(2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dapat berupa uang atau barang. 
 

BAB II 
HIBAH 

Bagian Kesatu 

Umum 
Pasal 4   

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai 

dengan kemampuan Keuangan Daerah. 
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(2) Belanja Hibah dianggarkan dalam APBD setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan 

pilihan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan 
perundang-undangan. 

(3) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian 

Sasaran, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan Pemerintah 
Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung 

terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 

masyarakat. 
(4) Pengelolaan Hibah tertentu yang diatur tersendiri oleh 

ketentuan peraturan perundang-undangan, dikecualikan 
dari ketentuan pengelolaan Hibah dalam Peraturan Bupati 
ini. 

 

Pasal 5  
 

Hibah dapat diberikan kepada: 
a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya; 
c. BUMN; 
d. BUMD; 

e. badan, lembaga dan Ormas yang Berbadan Hukum 
Indonesia; dan/atau 

f. partai politik. 
 

Pasal 6  
 

(1) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) minimal harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 

b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 
c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali 

Hibah kepada: 

1. Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang 
tidak tumpang tindih pendanaannya dengan 

anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 
2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai 

dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

3. partai politik; dan/atau 
4. ditentukan lain oleh peraturan perundang- 

undangan; 

d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah 
dalam mendukung terselenggaranya fungsi 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; 

dan 
e. memenuhi persyaratan penerima Hibah. 

(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c angka 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah 
sepanjang terdapat peraturan perundang-undangan yang 

mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk 
memberikan pembiayaan dari APBD. 
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Pasal 7   
 

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga 
pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada 

di Daerah; dan 
b. unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang 

membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi 

kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda 
penduduk elektronik. 
 

Pasal 8   
 

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah 
otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 9   
 

Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

Pasal 10   
 

(1) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 huruf d diberikan dalam rangka meneruskan Hibah yang 
diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat 

diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa. 
 

Pasal 11  
 

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf e, diberikan kepada badan dan 
lembaga: 
a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang 

dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah 
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan 
oleh Menteri, Gubernur atau Bupati;  

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial 
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ 

kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, 
dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat 

dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau 
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala 
SKPD sesuai dengan kewenangannya; atau  

d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dengan kriteria 

sebagai berikut: 
1) merupakan koperasi primer atau sekunder di 

Daerah; 
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2) memiliki nomor induk koperasi; 
3) minimal dalam 3 (tiga) tahun terakhir telah 

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

secara tepat waktu; 
4) memiliki usaha yang bergerak di sektor riil; 
5) kondisi keuangan dengan nilai sehat; dan 

6) diprioritaskan kepada koperasi yang mendukung 
pemberdayaan ekonomi rakyat dan usaha kecil dan 

mikro. 
(2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan minimal: 

a. memiliki kepengurusan di Daerah; 
b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa 

setempat; dan  
c. berkedudukan di dalam/di luar wilayah administrasi 

Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian 

Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah. 
(3) Hibah kepada Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan 

dengan persyaratan minimal: 
a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi 

urusan hukum dan hak asasi manusia; 
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah 

Daerah; dan 

c. memiliki sekretariat tetap di Daerah. 
 

Pasal 12   
 

Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf f berupa pemberian bantuan keuangan kepada 
partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

Bagian Kedua 

Penganggaran 
Paragraf 1 

Usulan Hibah 
Pasal 13   

 

(1) Hibah diberikan berdasarkan usulan tertulis. 
(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati. 
 

Pasal 14   
 

(1) Usulan tertulis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 

lainnya, BUMN, dan BUMD minimal memuat: 
a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum 

mengenai fakta-fakta dan permasalahan-

permasalahan yang melatarbelakangi permohonan 
Hibah; 

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan 
tujuan dilaksanakannya Kegiatan yang akan dibiayai 
dari dana Hibah; 

c. domisili sekretariat, berisi uraian tentang 
keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi 
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

d. bentuk Kegiatan, berisi uraian tentang Kegiatan yang 
akan dilaksanakan; 
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e. jadwal pelaksanaan Kegiatan, berisi uraian tentang 
waktu dan tempat pelaksanaan Kegiatan yang akan 
dilaksanakan; 

f. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang 
perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan 
Kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan 

peralatan serta kebutuhan lainnya; dan 
g. ditandatangani oleh pimpinan calon penerima Hibah.  

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. pakta integritas; dan 

b. rencana anggaran biaya dan gambar yang diketahui 
oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang pekerjaan umum untuk pekerjaan kontruksi 
lebih dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 
 

Pasal 15  
 

(1) Usulan tertulis dari badan, lembaga dan Ormas yang 
Berbadan Hukum Indonesia minimal memuat: 

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum 
mengenai fakta dan permasalahan yang 

melatarbelakangi permohonan usulan Hibah; 
b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan 

tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai 

dari dana Hibah; 
c. susunan kepengurusan, berisi uraian tentang 

susunan pengurus dari badan, lembaga dan Ormas 

yang Berbadan Hukum Indonesia yang mengajukan 
usulan Hibah; 

d. domisili sekretariat, berisi uraian tentang 
keberadaan/alamat sekretariat yang dapat dihubungi 
sewaktu-waktu apabila dibutuhkan; 

e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang 
akan dilaksanakan; 

f. jadwal pelaksanaan, berisi uraian tentang waktu dan 
tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

g. rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang 

perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan 
kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan 
peralatan serta kebutuhan lainnya; dan 

h. ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan 
lain dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat. 

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan: 
a. pakta integritas; 

b. rencana anggaran biaya dan gambar yang diketahui 
oleh SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan 

di bidang pekerjaan umum untuk permohonan 
pekerjaan kontruksi lebih dari atau sama dengan 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

c. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku 
atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; 

d. fotokopi pengesahan berupa: 

1) surat keterangan terdaftar dalam hal dibentuk 
mendasarkan ketetapan yang diterbitkan oleh 

Menteri, Gubernur, atau Bupati;  
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2) pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi 
vertikal atau kepala SKPD dalam hal kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat, dan keberadaannya 
diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah 

Daerah; 
3) izin operasional sekolah bagi satuan pendidikan; 

4) keputusan pejabat yang berwenang untuk tempat 
ibadah yang  meliputi: 
a. Masjid Bersejarah ditetapkan oleh Gubernur 

atas usulan kepala Kantor Kementerian Agama 
Provinsi;  

b. Masjid Agung di tingkat Kabupaten ditetapkan 
oleh Bupati atas rekomendasi kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabupaten; 

c. Masjid Besar di tingkat Kecamatan ditetapkan 
oleh Camat atas rekomendasi kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan; 

d. Masjid Jami di Lingkungan Desa/Kelurahan 
ditetapkan oleh kepala desa/lurah atas 

rekomendasi Kantor Urusan Agama Kecamatan; 
e. Mushola ditetapkan oleh kepala desa/lurah atas 

usulan jamaah desa/kelurahan; dan 

f. surat ketetapan oleh pimpinan agama sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku bagi tempat 

ibadah selain huruf a sampai dengan huruf e;  
5) fotokopi keputusan pengesahan Ormas yang 

Berbadan Hukum Indonesia dan/atau keputusan 

pembentukan kepengurusan di Daerah untuk 
Ormas yang Berbadan Hukum Indonesia yang 
besifat cabang. 

 
Pasal 16    

 
(1) Hibah kepada partai politik dalam bentuk bantuan 

keuangan diberikan berdasarkan surat permohonan 

pengurus partai politik kepada Bupati dengan tembusan 
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum 

Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Daerah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris 
atau sebutan lainnya. 

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik 
yang bersangkutan serta melampirkan sebanyak 2 (dua) 

rangkap kelengkapan administrasi berupa: 
a. surat keputusan dewan pimpinan pusat partai politik 

yang menetapkan susunan kepengurusan dewan 
pimpinan cabang partai politik tingkat Daerah atau 
sebutan lainnya yang dilegalisasi oleh ketua umum 

dan/atau sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat 
partai politik atau sebutan lainnya atau dilegalisasi 
berdasarkan ketentuan anggaran dasar/anggaran 

rumah tangga masing-masing partai politik; 
b. fotokopi surat keterangan nomor pokok wajib pajak; 

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan 
perolehan kursi dan suara partai politik hasil 
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pemilihan umum DPRD yang dilegalisasi oleh 
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah; 

d. nomor rekening kas umum partai politik yang 

dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening 
dari bank yang bersangkutan; 

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai 

politik diprioritaskan untuk pendidikan politik; 
f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran 

bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun 
anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan; dan 

g. surat pernyataan ketua partai politik yang 
menyatakan bertanggung jawab secara formal dan 

material dalam penggunaan anggaran bantuan 
keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai 
peraturan perundang-undangan apabila memberikan 

keterangan yang tidak benar yang ditandatangani 
ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lainnya 
di atas materai dengan menggunakan kop surat partai 

politik. 
(3) Dalam hal partai politik mengalami sengketa 

kepengurusan di tingkat Daerah, pengajuan permohonan 
bantuan keuangan partai politik dilakukan oleh susunan 
kepengurusan partai politik di tingkat Daerah yang 

disahkan oleh dewan pimpinan pusat partai politik yang 
sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia.  
 

Pasal 17   

 
(1) Kepala SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap 

usulan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2). 
(2) Selain verifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan pemberian 
Hibah, kepala SKPD bertugas: 
a. memasukkan usulan anggaran belanja Hibah dalam 

perencanaan dan penganggaran di SKPD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan pembinaan kepada penerima Hibah; 
c. menyusun dokumen NPHD; 
d. menandatangani NPHD; 

e. meneliti kelengkapan persyaratan pencairan dana dan 
mengajukan pencairan dana belanja Hibah; dan 

f. meminta laporan penggunaan Hibah serta melakukan 

monitoring pelaksanaan Hibah. 
(3) Kepala SKPD dapat membentuk tim untuk membantu 

pelaksanaan verifikasi dan evaluasi usulan Hibah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4) Dalam hal berdasarkan verifikasi dan evaluasi terhadap 

usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usulan 
Hibah dinyatakan layak untuk diberikan, kepala SKPD 
memberikan rekomendasi kepada TAPD.  

(5) TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati atas 
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai 

dengan prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. 
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(6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
disampaikan oleh TAPD bersamaan dengan penyampaian 
rancangan KUA-PPAS kepada Bupati. 

(7) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
terkait alokasi dan besaran kemampuan Keuangan Daerah 
dalam pemberian belanja Hibah dalam bentuk surat 

pertimbangan TAPD. 
 

Pasal 18  

(1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan 

partai politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan 
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan 
Partai Politik tingkat Daerah.  

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  

(3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 
Inspektorat, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah.  

(4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  
(5) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan 

bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara 

hasil verifikasi kelengkapan administrasi.  
(6) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi 

kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan 
partai politik kepada Bupati dengan melampirkan 
kelengkapan persyaratan administrasi permohonan 

bantuan keuangan partai politik.  

Pasal 19  
 

(1) Bupati dapat menyetujui atau menolak sebagian atau 
seluruh pertimbangan TAPD. 

(2) Persetujuan atau penolakan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam disposisi atau 

berita acara. 
(3) Rekomendasi kepala SKPD, pertimbangan TAPD dan 

persetujuan Bupati menjadi dasar penganggaran belanja 

Hibah.  
 

Pasal 20  
 

Belanja Hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi 

SKPD yaitu: 
a. belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan Daerah 

dianggarkan pada SKPD;  

b. belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga 
pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada 

SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum; 
dan 

c. belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Daerah 

dianggarkan pada Sekretariat Daerah.  
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Pasal 21    
 

(1) Belanja Hibah dianggarkan pada Program, Kegiatan, dan 
sub Kegiatan serta dirinci menurut objek, rincian objek, 
dan sub rincian objek. 

(2) Belanja Hibah berupa barang dianggarkan sebesar harga 
beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada 

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh 
belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/ 
pembangunan sampai siap diserahkan. 

(3) Penganggaran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencantumkan: 
a. nama; 

b. alamat calon penerima Hibah; 
c. jumlah uang; dan 

d. barang atau jasa yang akan dihibahkan. 
 

Pasal 22  
 

(1) Belanja Hibah uang, barang atau jasa termasuk juga 

berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai 
politik yang mendapatkan kursi di DPRD dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
(2) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada 

partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

Paragraf 2  
Hibah Uang 

Pasal 23    
 

(1) Penetapan besaran alokasi pemberian Hibah dalam bentuk 
uang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, 

BUMN dan BUMD dilakukan sesuai kemampuan 
Keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Besaran alokasi pemberian Hibah dalam bentuk uang 
kepada badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan 
Hukum Indonesia diatur sebagai berikut: 

a. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 
Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian, 

dapat diberikan paling banyak sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

b. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 

Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, untuk: 
1. rehabilitasi/perbaikan ruang kelas, paling banyak 

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 
per unit;  

2. pembangunan ruang kelas baru, paling banyak 

sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah) per unit; dan 

3. sarana pendukung kegiatan belajar 

mengajar/operasional sekolah, paling banyak 
sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 

c. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 
Indonesia yang bergerak di bidang kesehatan, dapat 
diberikan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah); 
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d. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 
Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan, untuk: 
1. pembangunan dan/atau kelengkapan bangunan 

tempat ibadah masjid, gereja induk, vihara atau 
sejenisnya dapat diberikan paling banyak sebesar 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan 

2. untuk pembangunan atau kelengkapan bangunan 
tempat ibadah mushola, gereja pepanthan atau 

sejenisnya dapat diberikan paling banyak sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

e. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 

Indonesia yang bergerak di bidang kesenian dan adat 
istiadat dapat diberikan paling banyak sebesar 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan 
f. badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 

Indonesia yang bergerak di bidang keolahragaan non-

profesional, dapat diberikan paling banyak sebesar 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3) Alokasi pemberian Hibah dalam bentuk uang kepada 

badan, lembaga, dan Ormas yang Berbadan Hukum 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dilampaui, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. merupakan Program/Kegiatan strategis nasional 

dan/atau Daerah untuk pelayanan kepada masyarakat 

yang berdampak luas atau lingkup Daerah; 
b. Program atau Kegiatan tersebut merupakan dukungan 

bagi Kegiatan yang sumber pendanaannya dari 
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat atau 
sumber-sumber lain yang telah ditentukan 

penggunaannya;  
c. adanya kejadian bencana, keadaan darurat atau 

keadaan lain yang sejenis; dan/atau  

d. pemberian Hibah kepada badan atau lembaga yang 
didirikan berdasarkan amanat peraturan perundang-

undangan. 
(4) Pelampauan batasan pemberian Hibah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas perintah atau 

persetujuan dari Bupati. 
(5) Perintah atau persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) 

dituangkan dalam bentuk naskah dinas. 
 
 

Paragraf 3 

Hibah Barang atau Jasa  
Pasal 24    

 

Hibah barang atau jasa merupakan Hibah yang 
diselenggarakan sesuai dengan Program dan Kegiatan SKPD, 
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan melalui 

mekanisme penganggaran yang dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 25  
 

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berdasarkan atas DPA SKPD. 
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(2) Pelaksanaan belanja Hibah tidak boleh melebihi standar 
harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Dalam hal pelaksanaan belanja Hibah melebihi standar 

harga satuan, maka pelaksanaannya harus mendapat 
persetujuan Bupati terlebih dahulu, kecuali ditentukan 
lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Tata cara pemberian persetujuan Bupati sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Bupati yang 

mengatur standar harga satuan. 
 

Paragraf 2 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Uang  

Pasal 26   
 

(1) Pemberian Hibah uang dituangkan dalam NPHD yang 

ditandatangani oleh kepala SKPD selaku pengguna 
anggaran dan penerima Hibah uang serta disaksikan 
minimal oleh 2 (dua) orang saksi. 

(2) Khusus untuk Sekretariat Daerah, penandatanganan 
NPHD didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah 
sesuai bidang tugasnya. 
 

Pasal 27   
 

(1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 minimal 
memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima Hibah uang; 
b. tujuan pemberian Hibah uang; 

c. besaran/rincian penggunaan Hibah uang yang akan 
diterima; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyaluran Hibah uang; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah uang. 

(2) NPHD dengan alokasi dana lebih dari atau sama dengan 

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus 
mendapatkan pertimbangan dari bagian yang membidangi 

pengkajian produk hukum Daerah sebelum 
ditandatangani. 

Pasal 28   
 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima serta besaran Hibah 

uang berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan 

keputusan Bupati.  
(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan untuk setiap SKPD pengelola belanja Hibah 

uang. 
(3) Penetapan Daftar penerima serta besaran Hibah uang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar 
penyaluran/penyerahan Hibah uang. 

(4) Penyaluran/penyerahan Hibah uang dari Pemerintah 

Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah 
penandatanganan NPHD. 

(5) Dalam hal terjadi perubahan rencana penggunaan Hibah 

uang setelah penyaluran Hibah, maka harus dilakukan 
Perubahan NPHD terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. 

(6) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan 
oleh penerima Hibah kepada kepala SKPD pengelola 
belanja Hibah uang yang selanjutnya dilakukan 

pembahasan, penelitian dan verifikasi. 
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(7) Hasil pembahasan, penelitian dan verifikasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara 
perubahan rincian NPHD. 

(8) Perubahan rincian NPHD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) tidak boleh mengubah substansi awal pemberian 
Hibah uang. 

 

Pasal 29    
 

(1) Pencairan Hibah uang dapat dilakukan sekaligus atau per 
termin dengan mekanisme pembayaran langsung. 

(2) Pencairan Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan berdasarkan pada ketentuan sebagai 
berikut: 

a. pencairan belanja Hibah uang sampai dengan 
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat 

dilaksanakan sekaligus; 
b. pencairan Hibah uang lebih dari Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat 
dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran 

paling tinggi 50% (lima puluh persen) pada tahap 
pertama; 

c. pencairan Hibah uang lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilaksanakan 
dalam 2 (dua) tahap, dengan besaran paling tinggi 50% 

(lima puluh persen) pada tahap pertama; 
d. pemberian Hibah uang lebih dari Rp1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah) dilaksanakan setiap triwulan, 
dengan besaran masing-masing sebagai berikut: 
1. triwulan 1 (satu) paling tinggi sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari pagu; 
2. triwulan 2 (dua) paling tinggi sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari pagu;  
3. triwulan 3 (tiga) paling tinggi sebesar 25% (dua 

puluh lima persen) dari pagu; dan 

4. triwulan 4 (empat) paling tinggi sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari pagu. 

(3) Persentase tahapan pencairan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat 
dilampaui dengan memperhatikan: 

a. likuiditas Keuangan Daerah;  
b. kebutuhan pelaksanaan Program/Kegiatan yang 

dibiayai dari dana Hibah uang dibuktikan minimal 

dengan jadwal kegiatan serta rencana kebutuhan 
belanja;  

c. Hibah uang yang digunakan untuk pekerjaan fisik, 
pencairannya menyesuaikan prestasi pekerjaan; 
dan/atau 

d. ditentukan lain oleh pemberi Hibah dan/atau 
peraturan perundang-undangan. 

(4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran melaksanakan 

penghitungan persentase tahapan pencairan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). 

(5) Dalam hal Hibah dianggarkan pada saat perubahan APBD, 
pencairannya dapat dilakukan sekaligus dalam 1 tahap 
dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3). 
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Pasal 30   
 

(1) Pengajuan pencairan dana Hibah uang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 minimal dilampiri dengan 

dokumen yang terdiri atas: 
a. surat permohonan pencairan dana Hibah; 
b. rincian rencana penggunaan Hibah uang; 

c. NPHD; 
d. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif sesuai 

nama dan alamat calon penerima Hibah uang; 

e. kuitansi bermeterai, ditandatangani oleh ketua dan 
bendahara atau sebutan lain serta dicap, 

ditandatangani bendahara pengeluaran atau 
bendahara pengeluaran pembantu serta setuju dibayar 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 

f. surat pernyataan tanggung jawab; 
g. surat pernyataan tidak sedang terjadi konflik internal; 

dan 
h. surat keterangan dari pihak yang berwenang apabila 

terjadi perubahan/perbedaan pengurus/ pejabat pada 

saat pengajuan usulan Hibah dan kartu tanda 
penduduk. 

(2) Dalam hal pencairan Hibah uang dilakukan bertahap, 

persyaratan permohonan pencairan tahap berikutnya 
minimal terdiri atas: 

a. rincian penggunaan pencairan Hibah uang pada 
tahapan sebelumnya; 

b. surat pernyataan tanggung jawab; 

c. Perubahan NPHD (jika ada); 
d. fotokopi buku rekening bank yang masih aktif sesuai 

nama dan alamat calon penerima Hibah; dan 
e. kuitansi bermeterai, ditandatangani oleh ketua dan 

bendahara atau sebutan lain serta dicap, 

ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu serta setuju dibayar oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD. 

(3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi 
laporan penggunaan dana yang telah disalurkan paling 

rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 
(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat 

(2) dan ayat (3) dilampirkan sebagai syarat kelengkapan 

penerbitan surat permintaan pembayaran langsung 
pencairan dana Hibah uang. 

(5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran langsung 

pencairan dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), SKPD menerbitkan surat perintah membayar 

langsung dan menyampaikan kepada kuasa bendahara 
umum Daerah untuk diterbitkan surat perintah pencairan 
dana dengan melampirkan dokumen minimal berupa: 

a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan 

b. surat pernyataan verifikasi pejabat penatausahaan 
keuangan SKPD yang dilampiri dengan daftar periksa 
kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) atau ayat (2) dan ayat (3). 
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Pasal 31  

(1) PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan 
keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan 
melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan 

administrasi.  
(2) Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan 

tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang 
disalurkan kepada Bupati melalui PPKD.  

(3) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2)  disertai dengan penandatanganan berita acara 
serah terima bantuan keuangan.  

Paragraf 3 

Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah Barang atau Jasa 
Pasal 32  

 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka pemberian Hibah 
barang atau jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
 

Pasal 33   
 

(1) Setiap pemberian Hibah barang atau jasa dituangkan 
dalam NPHD yang ditandatangani oleh kepala SKPD 
selaku pengguna anggaran dan penerima Hibah serta 

disaksikan minimal oleh 2 (dua) orang saksi. 
(2) Penandatanganan NPHD dilaksanakan pada saat akan 

dilakukan penyerahan barang atau jasa kepada penerima 
Hibah. 

(3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai berita 

acara serah terima barang atau jasa. 
(4) NPHD Hibah barang atau jasa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) minimal memuat ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima Hibah; 
b. tujuan pemberian Hibah; 

c. besaran/rincian barang atau jasa yang akan 
dihibahkan; 

d. hak dan kewajiban; 

e. tata cara penyerahan barang atau jasa; dan 
f. tata cara pelaporan Hibah. 

 

Pasal 34   
 

(1) Dalam hal Hibah barang membutuhkan penghapusan 
barang dari pencatatan aset Daerah, penghapusan barang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah barang dihapus dari pencatatan aset 
Daerah. 

 

Bagian Keempat  

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Paragraf 1  

Umum  

Pasal 35   
 

(1) Semua penerima Hibah berkewajiban melakukan 

pelaporan dan menyusun pertanggungjawaban atas Hibah 
yang diterima. 



18 

 

(2) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan 
material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. 

(3) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
 

Paragraf 2 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah Uang 

Pasal 36   
 

(1) Kepala SKPD yang mengelola Hibah kepada Pemerintah 
Pusat menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada 

PPKD bersamaan dalam penyusunan laporan keuangan 
tahunan. 

(2) Atas dasar laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud ayat (2), PPKD menyampaikan laporan kepada 
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. 

(3) Penerima Hibah uang menyampaikan laporan penggunaan 
Hibah kepada Bupati melalui SKPD. 

(4) Hibah uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah 

pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 
 

Pasal 37   
 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 
Hibah uang meliputi: 

a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima 

dan besaran Hibah; 
c. NPHD; 
d. pakta integritas; dan 

e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah uang. 
(2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disimpan oleh SKPD. 
 

Pasal 38   
 

(1) Pertanggungjawaban penerima Hibah uang meliputi: 
a. laporan penggunaan Hibah minimal memuat: 

1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati 

melalui SKPD; 
2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran 

umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh penerima Hibah; 

3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud 

dan tujuan disusunnya laporan penggunaan 
Hibah; 

4. Hasil Kegiatan, berisi uraian tentang Hasil 
Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 
usulan tertulis; 

5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang 
anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa 
anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai 

Kegiatan yang telah dilaksanakan; 
6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu 

untuk disampaikan oleh penerima Hibah terkait 
dengan Kegiatan yang telah dilaksanakan; 

7. tanda tangan dan nama lengkap penerima Hibah 

(pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/ 
lembaga; dan 
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8. lampiran, berisi dokumentasi Kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 

b. surat pernyataan tanggung jawab; dan 

c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi 
penerima Hibah uang. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling 

lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah 
selaku objek pemeriksaan. 

 

Paragraf 3 
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah  

Barang atau Jasa  

Pasal 39   
 

(1) Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan 

laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala 
SKPD. 

(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi 

objek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa 
dalam Program dan Kegiatan pada SKPD. 

 

Pasal 40   
 

(1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas Hibah 
barang atau jasa meliputi: 
a. usulan pemohon Hibah barang atau jasa kepada 

Bupati; 
b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima 

dan besaran Hibah; 
c. NPHD; dan 
d. berita acara serah terima barang atau jasa. 

(2) Bukti pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disimpan di masing-masing SKPD. 

 

Pasal 41   
 

(1) Pertanggungjawaban penerima Hibah barang atau jasa 

meliputi: 
a. laporan pemanfaatan Hibah yang memuat penjelasan 

mengenai pemanfaatan Hibah barang atau jasa yang 

telah diterima kepada Bupati melalui SKPD; 
b. NPHD; dan 

c. berita acara serah terima barang atau jasa. 
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c disimpan oleh penerima Hibah. 
 

Pasal 42  
 

Hibah barang atau jasa yang belum diserahkan kepada 
penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran 

berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 
 

Pasal 43   
 

Realisasi Hibah barang atau jasa dilaporkan sesuai standar 

akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan 
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam 
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 
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Paragraf 4 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Bantuan Keuangan Partai Politik  
Pasal 44  

 

(1) Partai politik penerima bantuan keuangan yang bersumber 
dari APBD bertanggung jawab secara formal dan material 

atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. 
(2) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban 

penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber 

dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir dan menyampaikannya kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan. 

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan 

dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian 
realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik 
perkegiatan. 

(4) Partai politik wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 
keuangan yang bersumber APBD secara berkala setiap 

tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

 

BAB III 
BANTUAN SOSIAL 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 45   
 

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial 

kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan 
Keuangan Daerah. 

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan 
belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan 
manfaat untuk masyarakat. 

(3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. Bantuan Sosial berupa uang; atau 
b. Bantuan Sosial berupa barang. 

(4) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf a merupakan uang yang diberikan secara 

langsung kepada penerima bantuan, antara lain berupa 
beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, 
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan 

tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak 
mampu, santunan duka cita, serta santunan kecacatan. 

(5) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf b merupakan barang yang diberikan 
secara langsung kepada penerima bantuan, antara lain 

berupa bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar 
biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan 
makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan 

ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 
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Pasal 46    
 

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 45 ayat (1) meliputi: 
a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

mengalami Risiko Sosial; atau 

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, 
dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, 

kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan 
yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial. 
 

Pasal 47    
 

(1) Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, terdiri dari: 
a. Bantuan Sosial kepada individu, keluarga, kelompok 

dan/atau masyarakat yang direncanakan; dan  

b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya. 

(2) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas 

nama, alamat penerima dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD. 

(3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dialokasikan untuk kebutuhan akibat Risiko Sosial yang 

tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD 
yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan 
Risiko Sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 

keluarga yang bersangkutan. 
(4) Pagu alokasi anggaran Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) tidak boleh melebihi pagu alokasi anggaran 
Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 
 

Pasal 48  
 

(1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 minimal memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. selektif;  
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan; 

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan 

d. sesuai tujuan penggunaan. 

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, yaitu Bantuan Sosial hanya diberikan kepada calon 
penerima yang ditujukan untuk melindungi dari 

kemungkinan Risiko Sosial. 
(3) Kriteria memenuhi persyaratan penerima bantuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu 
penerima Bantuan Sosial harus memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: 

a. memiliki identitas kependudukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintahan 
Daerah. 
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(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu 

pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus 
diberikan setiap tahun anggaran. 

(5) Kriteria keadaan tertentu dapat berkelanjutan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu 
Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran 

sampai penerima bantuan telah lepas dari Risiko Sosial. 
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d, yaitu pemberian Bantuan Sosial 

sesuai dengan tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi: 
a. rehabilitasi sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial 

ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan 
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi 
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya 

secara wajar;  
b. perlindungan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial 

ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari 

guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, 
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya 

dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar 
minimal; 

c. pemberdayaan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial 

ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok 
masyarakat yang mengalami masalah sosial 

mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi 
kebutuhan dasarnya;  

d. jaminan sosial, yaitu pemberian Bantuan Sosial 

merupakan skema yang melembaga untuk menjamin 
penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya yang layak;  

e. penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberian 
Bantuan Sosial merupakan kebijakan, Program, 

Kegiatan dan sub Kegiatan yang dilakukan terhadap 
orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak 
mempunyai atau mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
yang layak bagi kemanusiaan; dan 

f. penanggulangan bencana, yaitu pemberian Bantuan 
Sosial merupakan serangkaian upaya yang ditujukan 
untuk rehabilitasi yang meliputi perbaikan dan 

pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada 
wilayah pascabencana. 

 

Pasal 49    
 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (6) huruf a dapat diberikan antara lain untuk kegiatan 

dalam bentuk pelatihan vokasional, pembinaan 
kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan 
fisik, pelayanan aksesibilitas, bimbingan sosial dan 

konseling, bantuan dan asistensi sosial, serta bimbingan 
resosialisasi. 

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48 ayat (6) huruf b dapat diberikan antara lain untuk 
kegiatan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan 
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aksesibilitas, penguatan kelembagaan, advokasi sosial, 
serta bantuan hukum yang diberikan antara lain kepada: 
a. korban kekerasan dari keluarga tidak mampu; 

b. korban pemerkosaan; 
c. korban pencabulan di bawah umur; 
d. korban kekerasan yang berakibat cacat fisik dan 

mental; dan 
e. korban kekerasan penyandang disabilitas. 

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
48 ayat (6) huruf  c antara lain dapat diberikan dalam 
bentuk: 

a. peningkatan kemauan dan kemampuan, dalam 
bentuk kegiatan antara lain: pelatihan keterampilan, 

pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat 
usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, 
penataan lingkungan, supervisi dan advokasi sosial, 

penguatan keserasian sosial, serta pendampingan; 
b. penggalian potensi dan sumber daya, dalam bentuk 

kegiatan antara lain: penguatan kelembagaan 

masyarakat, pemberian motivasi; dan/atau 
c. pemberian bantuan usaha. 

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat (6) huruf d antara lain dapat diberikan untuk kegiatan 
dalam bentuk tunjangan berkelanjutan dan bantuan iuran 

asuransi kesejahteraan sosial. 
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e antara lain dapat diberikan 
untuk kegiatan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan 
sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan 

kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan 
pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan 
perumahan dan pemukiman, serta penyediaan akses 

pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha. 
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 48 ayat (6) huruf f antara lain dapat diberikan untuk 
kegiatan dalam bentuk penyediaan dan penyiapan 
pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan 

sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan 
penampungan), bantuan perbaikan rumah masyarakat, 

santunan duka cita, serta santunan kecacatan bagi 
korban bencana. 

 

Bagian Kedua  
Penganggaran  

Pasal 50   
 

(1) Bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada 
usulan tertulis dari calon penerima dan/atau atas usulan 

tertulis SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya. 
(2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya didasarkan pada usulan tertulis SKPD sesuai 
dengan urusan dan kewenangannya. 

 

Pasal 51   
 

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial, kepala SKPD 

mempunyai tugas: 
a. menandatangani dokumen pemberian Bantuan Sosial; 
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b. melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan 
permohonan Bantuan Sosial; 

c. melakukan evaluasi terhadap usulan pemohon Bantuan 

Sosial; 
d. melakukan pembinaan dan fasilitasi penyusunan usulan 

Bantuan Sosial; 

e. memverifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dana; 
f. mengajukan pencairan dana Bantuan Sosial terencana 

sesuai anggaran yang dikelola SKPD; 
g. dapat membentuk tim verifikasi dan evaluasi permohonan 

Bantuan Sosial; dan 

h. meminta laporan penggunaan Bantuan Sosial. 
 

Paragraf 1 

Bantuan Sosial yang Direncanakan  
Pasal 52   

 

(1) Usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang 
berasal dari individu, minimal memuat: 

a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 

c. hasil yang diharapkan; 
d. waktu pelaksanaan; 
e. alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa 

dihubungi; 
f. rencana anggaran belanja; 
g. salinan buku nomor rekening bank yang masih 

berlaku bagi penerima bantuan di atas 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan 

h. tanda tangan yang bersangkutan. 
(2) Usulan tertulis Bantuan Sosial yang direncanakan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) yang 

berasal dari kelompok masyarakat, minimal memuat: 
a. surat pengantar; 

b. latar belakang; 
c. maksud dan tujuan; 
d. hasil yang diharapkan; 

e. lokasi pelaksanaan; 
f. waktu pelaksanaan; 
g. data umum kelompok masyarakat; 

h. alamat lengkap beserta nomor telepon yang bisa 
dihubungi; 

i. susunan kepengurusan kelompok masyarakat; 
j. rencana anggaran belanja; 
k. salinan buku nomor rekening bank yang masih 

berlaku bagi penerima bantuan di atas 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan 

l. tanda tangan ketua dan sekretaris atau sebutan lain 

dan diketahui oleh kepala desa/kelurahan setempat. 
 

Pasal 53   
 

(1) Kepala SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap 

usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. 
(2) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi. 
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(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui 
TAPD. 

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan 
prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah. 

(5) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan kepada Bupati bersamaan dengan 

penyampaian rancangan KUA-PPAS tentang APBD oleh 
TAPD kepada Bupati. 

(6) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 

menyangkut alokasi dan besaran kemampuan Keuangan 
Daerah dalam pemberian belanja Bantuan Sosial dan 

dituangkan dalam bentuk surat pertimbangan TAPD yang 
disampaikan kepada Bupati. 

(7) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) menjadi 
dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial 
dalam rancangan KUA dan PPAS SKPD. 

(8) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) meliputi anggaran Bantuan Sosial berupa 

uang dan/atau barang. 
 

Pasal 54   
 

(1) Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang 

dicantumkan dalam RKA-SKPD. 
(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 55   
 

(1) Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan 
oleh SKPD pada belanja operasi dirinci menurut objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pada Program, 
Kegiatan, dan sub Kegiatan sesuai dengan urusan, tugas 

dan fungsi perangkat Daerah terkait. 
(2) Objek belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi: 

a. individu dan/atau keluarga; 
b. kelompok dan/atau masyarakat; dan 
c. lembaga non pemerintahan. 

 
Paragraf 2 

Bantuan Sosial  
yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya  

Pasal 56   
 

(1) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko 

sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya 
akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi 

individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dapat 
diberikan berdasarkan atas usulan tertulis dari SKPD. 

(2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
minimal memuat: 
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a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan berisi musibah/kejadian yang 

dialami; 

c. identitas anggota/kelompok masyarakat yang 
mengajukan permohonan bantuan; 

d. salinan buku nomor rekening bank yang masih 

berlaku bagi permohonan bantuan di atas 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan 

e. tanda tangan kepala SKPD. 
(3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(4) PPKD melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan dibuatkan berita acara 

verifikasi yang ditandatangani oleh PPKD dan Kepala 
SKPD. 

(5) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) sebagai dasar PPKD untuk menyalurkan bantuan sosial 
tidak terencana. 

 

Pasal 57   
 

(1) Besaran alokasi pemberian Bantuan Sosial yang tidak 
dapat direncanakan sebelumnya dalam bentuk uang 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1) diatur 

sebagai berikut: 
a. bantuan kepada korban bencana baik bencana alam, 

bencana nonalam, bencana sosial, dan musibah yang 
berakibat:  
1. rumah roboh atau musnah diberikan paling banyak 

sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 
2. rumah rusak sedang diberikan paling banyak 

sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan 

3. rumah rusak ringan diberikan paling banyak sebesar 
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). 

b. kepada petugas perlindungan masyarakat yang sedang 
menjalankan tugas mengalami musibah sehingga 
berakibat yang bersangkutan meninggal dunia atau 

mengalami cacat, dan belum diikutsertakan dalam 
program jaminan kecelakaan kerja atau jaminan 

kematian, diberikan santunan paling banyak sebesar 
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan 

c. santunan kematian kepada warga yang tidak mampu, 

diberikan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu 
juta rupiah) melalui ahli warisnya. 

(2) Santunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dan c 

dapat diberikan jika yang bersangkutan belum 
diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja 

atau jaminan kematian. 
(3) Bantuan biaya perawatan bagi masyarakat yang belum 

masuk cakupan program pelayanan jaminan kesehatan 

nasional diatur tersendiri dengan pedoman teknis yang 
disusun oleh SKPD sesuai dengan urusan dan 
kewenangannya dan dibahas bersama sekurang-

kurangnya dengan SKPD yang membidangi urusan 
perencanaan, keuangan dan Bagian Hukum Sekretariat 

Daerah. 
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(4) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat diberikan berdasarkan perintah 

tertulis/disposisi dari Bupati, Wakil Bupati dan/atau 
Sekretaris Daerah. 

(5) Atas dasar pertimbangan urgensi, kepentingan serta 

kebutuhan kegiatan, pemberian Bantuan Sosial dalam 
bentuk uang dapat melebihi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan tetap memperhatikan 
kemampuan Keuangan Daerah. 

(6) Ketentuan besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) didasarkan pada keputusan Bupati. 
(7) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian 

persetujuan penyaluran Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya dengan peruntukkan dan 
besaran paling banyak sama dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) kepada 
Sekretaris Daerah. 

 

Pasal 58   
 

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 
berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja jenis belanja 
tidak terduga, objek belanja tidak terduga pada SKPKD. 

 
Bagian Ketiga  

Pelaksanaan dan Penatausahaan 
Pasal 59   

 

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA 
SKPD. 

 

Pasal 60   
 

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 

Paragraf 1 

Bantuan Sosial yang Direncanakan  
Pasal 61   

 

(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan 
Sosial yang direncanakan dengan Keputusan Bupati 

berpedoman pada Peraturan Daerah tentang APBD dan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. 

(2) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada 

daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial yang 
tercantum dalam Keputusan Bupati. 

 

Pasal 62   
 

(1) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan 

cara pembayaran langsung. 
(2) Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan 

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat 

dilakukan melalui mekanisme tambah uang. 
(3) Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima 

Bantuan Sosial dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
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a. Bantuan Sosial untuk individu, minimal memuat: 
1. fotokopi kartu identitas penerima belanja Bantuan 

Sosial; 

2. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama 
individu bagi penerima Bantuan Sosial di atas 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan 

3. kuitansi rangkap 2 (dua) bermeterai cukup: 
a) ditandatangani dan dicantumkan nama 

lengkap penerima Bantuan Sosial; dan 
b) ditandatangani bendahara pengeluaran SKPD 

serta setuju dibayar oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran.  
b. Bantuan Sosial untuk keluarga, minimal memuat: 

1. fotokopi kartu identitas kepala keluarga penerima 
belanja Bantuan Sosial; 

2. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama 

keluarga bagi penerima Bantuan Sosial di atas 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

3. kuitansi rangkap 2 (dua) bermeterai cukup: 

a) ditandatangani dan dicantumkan nama 
lengkap kepala keluarga penerima belanja 

Bantuan Sosial; dan 
b) ditandatangani bendahara pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu serta setuju 

dibayar oleh pengguna anggaran/kuasa 
pengguna anggaran. 

c. Bantuan Sosial untuk kelompok masyarakat/lembaga 
minimal memuat: 
1. rincian rencana penggunaan belanja Bantuan 

Sosial; 
2. fotokopi kartu identitas ketua/pimpinan kelompok 

masyarakat penerima Bantuan Sosial; 

3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama 
kelompok masyarakat/lembaga bagi penerima 

Bantuan Sosial di atas Rp5.000.000,00 (lima juta 
rupiah); dan 

4. kuitansi rangkap 2 (dua) dengan ketentuan: 

a) ditandatangani, dicap lembaga/kelompok 
masyarakat dan dicantumkan nama lengkap 

oleh ketua/pimpinan atau sebutan lain; 
b) ditandatangani bendahara pengeluaran SKPD 

serta setuju dibayar oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan 
c) ditempel meterai sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilampirkan sebagai syarat kelengkapan penerbitan surat 

permintaan pembayaran langsung/tambah uang 
pencairan dana Bantuan Sosial. 

(5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran 

langsung/tambah uang pencairan dana Bantuan Sosial 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), SKPD menerbitkan 
surat perintah membayar langsung/tambah uang dan 

menyampaikan kepada kuasa bendahara umum Daerah 
untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana dengan 

melampirkan dokumen minimal berupa: 
a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak pengguna 
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anggaran/kuasa pengguna anggaran; dan 
b. surat pernyataan verifikasi pejabat penatausahaan 

keuangan-SKPD yang dilampiri dengan daftar 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

 

Paragraf 2 

Bantuan Sosial  
Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya 

Pasal 63   
 

(1) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari 
SKPD serta mendapat persetujuan Bupati, Wakil Bupati 

atau Sekretaris Daerah. 
(2) Persetujuan Bupati, Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

perintah/disposisi. 
(3) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu 

dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan 
sebelumnya dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan, 
kecuali untuk kejadian pada bulan Desember dapat 

disalurkan pada bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 

(4) Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan untuk 
bantuan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 57. 

 

Pasal 64   
 

(1) Pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dilaksanakan dengan mekanisme langsung. 
(2) Tata cara pencairan Bantuan Sosial yang tidak dapat 

direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sebagai berikut: 
a. kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan belanja 

yang memuat rincian kebutuhan kepada PPKD selaku 
bendahara umum Daerah dilengkapi dengan: 

1. surat pernyataan tanggung jawab dari SKPD yang 
mengajukan dana belanja Bantuan Sosial; 

2. fotokopi kartu identitas penerima belanja Bantuan 

Sosial atau surat keterangan kepala desa/kelurahan 
yang memuat identitas penerima bantuan; dan 

3. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama 

individu bagi penerima Bantuan Sosial dengan nilai 
di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 

b. PPKD selaku bendahara umum Daerah melakukan 
verifikasi kelengkapan persyaratan dan mencairkan 
belanja tidak terduga. 

 

Bagian Keempat  

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
Paragraf 1 
Pelaporan 

Pasal 65   
 

Penerima Bantuan Sosial yang direncanakan menyampaikan 
laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui 
SKPD. 
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Pasal 66   
 

(1) SKPD pengelola Bantuan Sosial yang tidak dapat 
direncanakan sebelumnya melaporkan realisasi belanja 

beserta bukti pertanggungjawaban kepada PPKD paling 
lambat 1 (satu) bulan setelah terbitnya surat perintah 

pencairan dana.  
(2) SKPD yang bertindak selaku PPKD membuat rekapitulasi 

penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan 

sebelumnya dan disampaikan kepada Bupati. 
 

Pasal 67   
 

Penerima Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan 
material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya. 
 

Pasal 68  
 

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan 

Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. 
 

Paragraf 2 
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Direncanakan  

Pasal 69  
 

Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dicatat sebagai 

realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

 

Pasal 70   
 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 

Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi: 
a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan 

Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang 
kepada Bupati; 

b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan 

besaran belanja Bantuan Sosial; 
c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan 

Sosial berupa uang disertai dengan surat 
pertanggungjawaban yang telah diverifikasi oleh pejabat 
penatausahaan keuangan-SKPD.  

 

Pasal 71   
 

(1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial yang 

direncanakan meliputi: 
a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima 

Bantuan Sosial yang minimal memuat: 

1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati 
melalui SKPD; 

2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran 
umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah 
dilakukan oleh penerima Bantuan Sosial; 

3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud 
dan tujuan disusunnya laporan penggunaan 
Bantuan Sosial; 
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4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang hasil kegiatan 
yang telah dilaksanakan sesuai dengan usulan 
Bantuan Sosial yang telah diajukan kepada 

Pemerintah Daerah; 
5. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang 

anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa 

anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai 
kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan 

usulan yang diajukan; 
6. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu 

untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial 

terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; 
7. tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan 

Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap 
kelompok masyarakat/lembaga; dan 

8. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan, 
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 

bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan 

sesuai dengan usulan; dan 
c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan 

ketentuan. 
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling 

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan 
Sosial selaku objek pemeriksaan. 
 

Paragraf 3 
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial yang Direncanakan  

berupa Barang  
Pasal 72   

 

Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek 
belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam 
Program dan Kegiatan pada SKPD. 

 

Pasal 73   
 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 
Bantuan Sosial berupa barang meliputi: 

a. usulan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau 
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada 

Bupati; 
b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima dan 

besaran belanja Bantuan Sosial; 

c. pakta integritas dari penerima Bantuan Sosial yang 
menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan 
digunakan sesuai dengan usulan; dan 

d. bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial 
berupa barang. 

Pasal 74   
 

(1) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial berupa 

barang meliputi: 
a. laporan pemanfaatan barang oleh penerima Bantuan 

Sosial: 
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1. surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati 
melalui SKPD; 

2. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran 

umum penerima Bantuan Sosial; 
3. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud 

dan tujuan disusunnya laporan penggunaan 

Bantuan Sosial berupa barang;  
4. hasil kegiatan, berisi uraian tentang pemanfaatan 

barang Bantuan Sosial yang telah diterimakan dari 
Pemerintah Daerah; 

5. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu 

untuk disampaikan oleh penerima Bantuan Sosial 
terkait dengan pemanfaatan barang Bantuan Sosial 

yang telah diterima; 
6. tanda tangan dan nama lengkap penerima Bantuan 

Sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap 

kelompok masyarakat/lembaga; dan 
7. lampiran, berisi dokumentasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan. 

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 
bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan 

sesuai dengan usulan; dan 
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan atau salinan 

bukti serah terima barang.  
(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling 
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran 
berikutnya. 

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan 
Sosial selaku objek pemeriksaan. 

 

Pasal 75   
 

Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada 
penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran 
berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. 

 

Pasal 76   
 

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai 

standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi 
anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan 
dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. 

 

Paragraf 4 
Pertanggungjawaban Bantuan Sosial  

Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya 
Pasal 77   

 

(1) SKPD yang bertindak selaku PPKD membuat rekapitulasi 
penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau 

keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling 
lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya. 

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat 

nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang 
diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga. 
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Pasal 78   
 

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian 
Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya 

meliputi: 
a. usulan/permintaan tertulis dari SKPD kepada Bupati; 
b. disposisi/perintah Bupati; 

c. rekomendasi SKPD mengenai pemberian Bantuan Sosial; dan 
d. bukti transfer apabila penyaluran dilaksanakan dengan 

mekanisme transfer ke rekening penerima Bantuan Sosial 
atau kuitansi/tanda terima apabila uang diserahkan 
langsung. 

 

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 79   
 

(1) SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial. 
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan 
kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang 
pengawasan. 

 

Pasal 80  
 

Dalam hal ditemukan bukti penggunaan Hibah atau Bantuan 

Sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, 
penerima Hibah atau Bantuan Sosial yang bersangkutan 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 81  
 

Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dapat 
dilaksanakan berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan 

Bupati ini, sepanjang diatur lain dalam peraturan perundang-
undangan. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 
Pasal 82  

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. proses penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 

Anggaran 2025 yang telah dilaksanakan dengan 

mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan 
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
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dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Grobogan dan/atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dinyatakan tetap berlaku dan 
penyelesaiannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Bupati ini;     
b. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan/atau 

pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang telah 
dilaksanakan dan/atau dibuat sebelum berlakunya 
Peraturan Bupati ini dengan berpedoman pada Peraturan 

Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi 
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Grobogan dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan dinyatakan tetap berlaku; dan 
c. pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan/atau 

pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang masih 
dalam proses pelaksanaan dan/atau pembuatan, 
penyelesaiannya menyesuaikan dengan ketentuan dalam 

Peraturan Bupati ini. 
 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 83  

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan 
Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2021 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan:  
1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta 
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2021 Nomor 46); 
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

dan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
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Daerah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten 
Grobogan Tahun 2023 Nomor 30),  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 84  
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan. 

 

 
Ditetapkan di Purwodadi 
pada tanggal 11 November 2024    

     
BUPATI GROBOGAN, 

 
ttd 

 

SRI SUMARNI 
 

Diundangkan di Purwodadi  

pada tanggal 11 November 2024       
  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GROBOGAN, 
 

ttd 

 
ANANG ARMUNANTO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 39 
 

 

 

 
 

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Ca TERNAK UNGGAS
7905 Itik pullet lantan - Ekor 119.000
7906 Burung Puyuh - DOQ Umur 1-5 hail - Ekor 11.000
7907 Ayam joper - DOC Umur 1-5 hari - Ekor 11.000
7908 Ayam loper - Pullet Betina 4-6 bulan - Ekor 225.000
7909 Ayam joper - Pullet lantan 4-6 bulan - Ekor 200.000
7910 Ayam KUB - DOC Umur 1-5 hail - Ekor 14.000
7911 Ayam KUB - Pullet Retina Umur 4 - 6 bulan - Ekor 155.000
7912 Ayam KUB - Pullet lantan Umur 4-6 bulan - Ekor 155.000
7913 kik - DOD Umur 1-5 hari - Ekor 15.000
7914 Rik Manila - DOD Umur 1-5 hail - Ekor 25.000
7915 Itik Manila - Pullet Betina Umur 5-6 bulan - Ekor 250.000
7916 Rik Manila - Pullet lantan Umur 5-6 bulan - Ekor 300.000
7917 ltik pullet betina - Ekor 155.000
7918 Burung Puyuh Bulling Puyuh umur 3 - 4 Minggu Ekor 23.200

CCM HEWAN LAINNYA
7919 Binatang Bersuara Mural Ekor 2.978.400

CCIII. LISENSI DAN FRANCHISE
7920 E Book Elcsemplar 100.000

XIV. SOFTWARE
7921 Aplikasi display inforznasi Slide menu informasi Unit 848.200
7922 Aplikasi Web Basic Website Unit 356.000
7923 Software - Office Applications (full package) - Set 5.082.400

7924 Software - Software Backup and Storage FlexStor
CBR

Client Backup and Recovery license
forWindows (7-user) Set 413.200

7925 Software - Software Graphic and Publisher - Set 5.561.300

7926 Upgrade Aplikasi BLUE RPM Kemenhub
Interkoneksi penerbitan BLUe RFID
Sinkronisasi Database BLUe RFID Setting,
Pelatihan dan implementasi

Set 12.580.800

7927 Aplikasi E-Raport: CD Unit 150.000
7928 Aplikasi Pembelajaran Digital: CD Unit 3.330.000
7929 Aplikasi Pembelalaran SD : CD Unit 150.000
7930 Office Application - Microsoft Office medium grade Unit 4.758.000

7931
Software Cad / Cam Licensing Subscription Renewal
( 1-Year) + Advanced Support, 1 seat, commercial,
VCP, Single-user, Win

Unit 4.693.000

CCV. BEBAN KAWAT/EAKSIMILI/INTERNET/TV
LANGGANAN

7932 ERKLIKA VOUCHER SMP 1 TABUN Tahun 999.000
7933 ERKLIKA VOUCHER SD 1 TAHUN Tahun 999.000

CCVL BEBAN BARANG DAN JASA BLUD
7934 Vascon isi 25 tes Mnpul 125.400
7935 Stimuno Syr - Hs 29.760
7936 Sivit-Zinc - Tablet 702

7937 Sulcu Cadang Alat Kedokteran RSUD Ki Ageng Selo
Wirosari NaN Paket 390.513.073

Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
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